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BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2018

NOMOR    19     TAHUN  2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR  64 TAHUN  2014 TENTANG PETUNJUK

TEKNIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG
MILIK DAERAH DALAM BENTUK SEWA DAN PINJAM

PAKAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menimbang : a. bahwa  untuk  mengatur  dan  menjamin
teknis  pelaksanaan  penggunaan  dan
pemanfaatan  barang  milik  daerah  di
lingkungan  Pemerintah  Provinsi
Kalimantan  Barat,  telah  ditetapkan
Peraturan  Gubernur  Nomor  64  Tahun
2014  tentang  Petunjuk  Teknis
Penggunaan  dan  Pemanfaatan  Barang
Milik  Daerah  Dalam  Bentuk  Sewa  dan
Pinjam Pakai di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir
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dengan  Peraturan  Gubernur  Nomor  88
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas  Peraturan  Gubernur  Nomor  64
Tahun  2014  Tentang  Petunjuk  Teknis
Penggunaan  dan  Pemanfaatan  Barang
Milik  Daerah  Dalam  Bentuk  Sewa  dan
Pinjam Pakai Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat;

b. bahwa  dalam  Peraturan  Gubernur
Nomor  64  Tahun  2014  sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan  Peraturan  Gubernur  Nomor  88
Tahun 2016 belum mengatur mengenai
pemanfaatan barang milik  daerah bagi
rumah hunian milik perorangan;

c. bahwa  dalam  rangkamemberikan
kemudahan  dan  mewujudkantertib
administrasi  pemanfaatan  barang milik
daerah  bagi  rumah  hunian  milik
peroranganyang terdapat di atas lahan
milik  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan
Barat,  perlu  dilakukan
perubahanterhadap Peraturan Gubernur
Nomor 64 Tahun 2014;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan
sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf
a,huruf  b  dan  huruf  c,  maka  perlu
menetapkan  Peraturan  Gubernur
tentang  Perubahan  Ketiga  Atas
Peraturan  Gubernur  Nomor   64  Tahun
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2014  tentang  Petunjuk  Teknis
Penggunaan  Dan  Pemanfaatan  Barang
Milik  Daerah  Dalam  Bentuk  Sewa  dan
Pinjam Pakai Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956
tentang  Pembentukan  Daerah-Daerah
Otonom  Provinsi  Kalimantan  Barat,
Kalimantan  Selatan  dan  Kalimantan
Timur  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1956  Nomor  65,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang  Keuangan  Negara  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004
tentang  Perbendaharaan  Negara
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan
Tanggungjawab  Keuangan  Negara
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2004   Nomor   66,  Tambahan
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Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa  kali  dan  terakhir  dengan
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2014
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010  tentang  Standar  Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2010  Nomor  123,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor
92);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13  Tahun  2006  tentang  Pedoman
Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
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sebagaimana telah diubah beberapa kali
dan terakhir  dengan Peraturan Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011
tentang  Perubahan  Ketiga  Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13  Tahun  2006  tentang  Pedoman
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64  Tahun  2013  tentang  Penerapan
Standar  Akuntansi  Pemerintahan
Berbasis  Akrual  Pada  Pemerintah
Daerah  (Berita  Negara   Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
19  Tahun  2016  tentang  Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN  GUBERNUR TENTANG
PERUBAHAN KETIGA  ATAS PERATURAN
GUBERNUR  KALIMANTAN  BARAT
NOMOR   64  TAHUN  2014  TENTANG
PETUNJUK  TEKNIS  PENGGUNAAN  DAN
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
DALAM  BENTUK  SEWA  DAN  PINJAM
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PAKAI  DI  LINGKUNGAN  PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan  dalam Peraturan  Gubernur  Nomor
64  Tahun  2014  Tentang  Petunjuk  Teknis  Penggunaan
Dan  Pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah  Dalam  Bentuk
Sewa  Dan  Pinjam  Pakai  Di  Lingkungan  Pemerintah
Provinsi  Kalimantan  Baratsebagaimana  telah  diubah
beberapa kali  dan terakhir  dengan Peraturan Gubernur
Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan  Gubernur  Nomor  64  Tahun  2014  Tentang
Petunjuk  Teknis  Penggunaan  dan  Pemanfaatan  Barang
Milik  Daerah Dalam Bentuk Sewa dan Pinjam Pakai  Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 88)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan  Pasal  43  ditambah 1  (satu)  huruf  yakni
hurufd,  sehingga  keseluruhan  Pasal  43  berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 43

Jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas: 

a. kegiatan bisnis; 

b. kegiatan non bisnis;

c. kegiatan sosial;dan

d. kegiatan rumah hunian
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2. Ketentuan  Pasal  44  ditambah  1  (satu)  ayat  yakni
ayat  (4),  sehingga  keseluruhan  Pasal  44berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Kelompok  kegiatan  bisnis  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diperuntukkan
bagi  kegiatan  yang  berorientasi  semata-mata
mencari keuntungan, antara lain: 

a. perdagangan; 

b. jasa; dan 

c. industri. 

(2) Kelompok  kegiatan  non  bisnis  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 huruf b diperuntukkan
bagi  kegiatan  yang  menarik  imbalan  atas
barang  atau  jasa  yang  diberikan  namun  tidak
semata-mata mencari keuntungan, antara lain: 

a. pelayanan  kepentingan  umum  yang
memungut  biaya  dalam  jumlah  tertentu
atau  terdapat  potensi  keuntungan,  baik
materil maupun immaterial;

b. penyelenggaraan pendidikan nasional;

c. upaya pemenuhan kebutuhan  pegawai
atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka
menunjang  tugas  dan  fungsi  SKPD
Pengguna Barang; dan

d. kegiatan  lainnya  yang  memenuhi
kriteria non bisnis. 

(3) Kelompok  kegiatan  sosial  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 huruf c diperuntukkan
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bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas
barang/jasa  yang  diberikan  dan/atau  tidak
berorientasi mencari keuntungan, antara lain: 

a. pelayanan  kepentingan  umum  yang
tidak  memungut  biaya  dan/atau  tidak
terdapat potensi keuntungan; 

b. kegiatan sosial; 

c. kegiatan keagamaan; 

d. kegiatan kemanusiaan; dan 

e. kegiatan  penunjang  penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan; dan 

f. kegiatan  lainnya  yang  memenuhi
kriteria sosial.

(4) Kelompok kegiatan rumah hunian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 huruf d diperuntukkan
khusus  bagi  bangunan  rumah  hunian  milik
peroranganyang  terdapatdi  atas  lahan  milik
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

3. Ketentuan  Pasal  47  ditambah  1  (satu)  ayat  yakni
ayat  (4),sehingga  keseluruhan  Pasal  47  berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 47

Kabupaten Penghasil  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b, yaitu Kabupaten Ketapang.

(1) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok
jenis  kegiatan usaha bisnis  ditetapkan sebesar
100% (seratus persen). 
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(2) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok
jenis  kegiatan  usaha  non  bisnis  ditetapkan
sebagai berikut: 

a. Kategori  I  sebesar  50%  (lima  puluh
persen); 

b. Kategori  II  sebesar  40% (empat  puluh
persen); dan 

c. Kategori  III  sebesar  30%  (tiga  puluh
persen). 

(3) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok
jenis  kegiatan usaha sosial  ditetapkan sebagai
berikut: 

a. Kategori  I  sebesar  10%  (sepuluh
persen); 

b. Kategori  II  sebesar  5%  (lima  persen);
dan 

c. Kategori III sebesar 5% (lima persen). 

(4) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok
jenis kegiatan rumah hunian ditetapkan sebesar
1%(satu persen).

Pasal II

Peraturan  Gubernur  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal
diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur  ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.
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Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 6 Maret 2018

Pj.  GUBERNUR  KALIMANTAN
BARAT,

T.T.D

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 6 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA  DAERAH  PROVINSI  KALIMANTAN  BARAT
TAHUN 2018 NOMOR 19
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